
 
 

 
 

TESIS 

 

 

AKIBAT HUKUM ATAS PEMBUATAN SURAT KUASA MENJUAL 

YANG DIGUNAKAN UNTUK PERALIHAN HAK ATAS TANAH  

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 772/K/PDT/2018) 

 

       

EDITH 

NIM : 12220012 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 

2022  

 



 
 

ii 
 

TESIS 

AKIBAT HUKUM ATAS PEMBUATAN SURAT KUASA MENJUAL 
YANG DIGUNAKAN UNTUK PERALIHAN HAK ATAS TANAH        

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 772/K/PDT/2018) 

 

 

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan  

Fakultas Hukum 
Universitas Narotama Surabaya 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

E D I T H 

NIM : 12220012 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2022

 

 

 



 
 

iii 
 

 



 
 

iv 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

v 
 

 



 
 

vi 
 

ABSTRAK 

 Penelitian ini membahas mengenai Akibat Hukum Atas Pembuatan Surat 

Kuasa Menjual Yang Digunakan Untuk Peralihan Hak atas Tanah (Studi Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 772/K/PDT/2018). Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Sedangkan dalam mencari 

dan mengumpulkan data dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. 

 Kasus sengketa ini terjadi di Kabupaten Muara Bungo antara PT. Paman 

Permai Lestari (Penggugat) dengan Hardati Binti Paman St. Saidi (Tergugat), 

berkaitan dengan pembuatan Surat Kuasa Menjual Nomor 37 tanggal 30-06-2006 

oleh Notaris Ahmad Yani SH, atas obyek berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik 

Nomor 359 tahun 1984, dimana menurut Hardati pembuatan Surat Kuasa Menjual 

tersebut tidak sah menurut hukum, karena tidak dibuat di hadapan Notaris. 

 Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa Hardati tidak dapat 

memberikan bukti-bukti yang sah bahwa Surat Kuasa Menjual tersebut tidak dibuat 

di hadapan Notaris. Sebaliknya Penggugat dapat membuktikan bahwa pembuatan 

Surat Kuasa Menjual tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata. Sehingga Pengadilan memutuskan bahwa pembuatan Surat Kuasa 

Menjual tersebut adalah sah di mata hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat 

perjanjian tersebut. 

Kata Kunci : Akibat hukum, Surat Kuasa Menjual, Notaris 
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ABSTRACT 

 NotarisThis study discusses the legal consequences of making a power of 

attorney to sell used for the transfer of land rights (Study of Supreme Court Decision 

Number 772/K/PDT/2018). The research method used is normative legal research, 

namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal 

materials. Meanwhile, in finding and collecting data, three approaches are used, 

namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. 

 This dispute case occurred in Muara Bungo Regency between PT. Uncle 

Permai Lestari (Plaintiff) with Hardati Binti Uncle St. Saidi (Defendant), related to 

the making of Power of Attorney to Sell Number 37 dated 30-06-2006 by Notary 

Ahmad Yani SH, on an object in the form of land with Certificate of Ownership 

Number 359 of 1984, which according to Hardati the making of Power of Attorney 

to Sell is not legal according to law , because it is not made before a Notary. 

 However, the results showed that Hardati could not provide valid evidence 

that the power of attorney to sell was not made before a notary. On the other hand, 

the Plaintiff can prove that the making of the Power of Attorney to Sell has 

complied with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. So the Court 

decided that the making of the Power of Attorney to Sell is valid in the eyes of the 

law and has binding legal force and applies as law for the parties who make the 

agreement. 

Keywords: Legal consequences, Power of Attorney to sell, Notary 
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RINGKASAN 

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa / lasthebber), yang 

menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu 

perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu.  

Perjanjian pemberian kuasa atau disebut lastgeving diatur di dalam Pasal 

1792 s.d. Pasal 1819 KUHPerdata, sedangkan di dalam NBW Belanda, lastgeving 

diatur pada artikel 1829. Pemberian kuasa ialah suatu perjanjian dengan mana 

seorang memberi kekuasaan pada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas 

namanya menjalankan suatu urusan. (Pasal 1792 KUHPerdata). 

Kuasa bisa diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu 

tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau juga secara lisan.  

Sesuai Pasal 1793 BW  maka kuasa bisa  diberikan dan diterima dalam suatu 

akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sebuah surat atau 

juga secara lisan, Penerimaan suatu kuasa bisa juga terjadi secara diam-diam dan 

dibuat kesimpulan dari penyelenggraan kuasa itu oleh si kuasa.” 

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Notaris dan penghadap dalam 

pembuatan Surat Kuasa Menjual, yaitu:  

1. Kuasa untuk menjual seharusnya diberikan dalam bentuk kuasa khusus 

dan menggunakan kata-kata yang bersifat tegas. Kuasa untuk menjual 

tidak boleh menggunakan kuasa umum. 

2. Masih berlakunya Kuasa yang bersangkutan ketika  pembuatan akta. 

3. Surat Kuasa Menjual yang digunakan bukanlah Surat Kuasa Mutlak. 
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  Keabsahan Surat Kuasa Menjual dalam tesis ini yang diuji berdasarkan 

syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, menunjukkan 

bahwa : 

- para pihak telah sepakat terhadap isi perjanjian, 

- para pihak yang tercantum dalam Surat Kuasa Menjual adalah orang-orang 

yang cakap untuk membuat perjanjian menurut hukum 

- Obyek yang diperjanjikan sudah jelas  

- perjanjian yang dibuat tersebut adalah tidak bertentangan dengan norma 

hukum, norma agama, norma adat dan norma kesusilaan yang berlaku.  

 Dengan demikian perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berupa Surat 

Kuasa Menjual Nomor 37 tanggal 30 Juni 2006 adalah sah menurut syarat sahnya 

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian yang 

dibuat tersebut berlaku mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang / hukum 

bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1138 KUH 

Perdata. 
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